V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam
dalam Perekrutan Anggota Negara Islam Indonesia (NI1) diatur pasal kesatu
110 ayat (2) ke 1 KUHPidana kedua 378 jo Pasa 55 Ayat (1) ke 1
KUHPidana dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana
penjara masing-masing selama 3 (tiga) Bulan 15 (limabelas) hari.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim terhadap tindak pidana
penipuan dalam perekrutan anggota Negara Islam Indonesia (NII) dalam
perkara nomor :687/Pid.B/2011/PN.TK.

a. Faktor latar belakang
Adapun yang menjadi faktor dominan dari hakim dalama menjatuhkan
putusan Perkaratindak pidana penipuan dalam dalam Perekrutan Anggota
Negara Islam Indonesia adalah faktor latar belakang karena terdakwa
belum pernah melakukan kejahatan atau belum pernah dihukum.

b. Faktor perbuatan yang dilakukan
Faktor perbuatan yang dilakukan juga merupakan faktor yang dominan
bagi hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana penipuan

dalam dalam Perekrutan Anggota Negara Islam Indonesia, karena bentuk
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perbuatan tersebut dilihat apakah perbuatan tersebut merupakan suatu
kesengajaan dan benar-benar mengetahui dari akibat perbuatan tersebut.
Perbutan yang dilakukan baik menurut hukum maupun penilaian
masyarakat dengan melihat pengaruhnya terhadap korban maupun
masyarakat dan dapat dipakai untuk mengukur berat ringannya suatu
perbuatan pidana.

Barang bukti dalam persidangan

Hakim memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan
mengacu pada unsur-unsur yan digjukan Jaksa Penuntut Umum yang
berupa 1 (satu) buah buku tulis, 1 (satu) buah AL Quran, 1 (satu) buku
(notebook) dan 2 (dua) buah Hand Phone. Oleh karena itu majelis hakim
berpendapat bahwa hukuman yang telah dijatuhkan terhadap terdakwa
telah seimbang antara perbuatan dengan rasa keadilan hukum dan keadilan
masyarakat, sedangkan pertimbangan non yuridis kurang diperhatikan oleh
majelis hakim. Pertimbangan non yuridis yag seharusnya diperhatikan
oleh hakim merupakan peranan hakim dalam melaksanakan tugas sesual
dengan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No 4 tahun 2004 jo Undang-
Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang
mewajibkan hakim menggali, mengikuti dan memehami nilai-nilai hukum
yang hidup dalam masyarakat. Jika dalam proses persidangan terdakwa
tidak terbukti bersalah maka hakim dapat mengambil pertimbangan dari
unsur non yuridis yaitu pertimbangan yang dapat ditimbulkan oleh

perbuatan terdakwa.
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B. Saran

Sehubungan dengan hasil-hasil penelitian yang dikemukakan di atas, maka

beberapa saran yang dapat digukan adalah sebagai berikut;

1. Meningkatkan kinerja aparat penegak hukum khususnya hakim, agar dalam
menjatuhkan putusan mempertimbangkan aspek yuridis dan sosiologis.

2. Suatu penerapan sanks pidana penipuan yang dilakukan dalam hal ini perlu
ada pengaturan secara tegas dan terperinci dalam menjatuhkan putusan.

3. Hendaknya hakim memberikan efek jera kepada terdakwa sebagai upaya dari
seorang penegak hukum untuk menanggulangi perkara penipuan yang

semakin sering terjadi di tengah-tengah masyarakat.



